BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi pengarusutamaan

gender di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ini belum

sepenuhnya terimplementasi secara optimal, hal ini disebabkan beberapa faktor yakni:

1. Pemahaman tentang pengarusutamaan gender di BKKBN masih rendah, hal ini
dapat dilihat dari pegawai Biro lain, diluar Biro Perencanaan (yang menaungi
PUG) belum paham terkait alat analisa pengarusutamaan gender serta tidak tahu
jika ada peraturan BKKBN terkait penerapan pengarusutamaan gender.

2. Belum adanya data terpilah yang berisikan pegawai yang diterima melalui jalur
khusus (disabilitas, putra putri Papua)

3. Belum adanya pelatihan dan pengembangan yang berspektif gender serta tidak
ada pelatihan bagi perwakilan masing-masing biro untuk menjadi agent
pengarusutamaan gender.

4. Belum tersedianya saluran yang aman dan rahasia bagi karyawan untuk
melaporkan jika ada yang merasa penilaian kinerja mereka dipengaruhi oleh bias
gender atau ada penilaian yang tidak objektif lainnya.

5. Belum tersedianya saluran untuk pelaporan diskriminasi gaji secara rahasia dan
aman serta melakukan review kompensasi dan tunjangan secara berkala dengan
penilaian rutin dan menggunakan data analitik untuk mengidentifikasi dan
mengatasi ketidakadilan dalam kompensasi

6. Belum adanya komite manajemen konflik yang berlatar belakang gender yang
beragam. Dan juga menyediakan sistem pelaporan anonym untuk pegawai yang
mengalami atau menyaksikan konflik yang berkaitan dengan gender.

7. Tempat penitipan anak dan ruang laktasi yang telah berhenti beroperasi dan
belum disediakannya toilet khusus disabilitas, mengingat pegawai BKKBN ada
teman-teman disabilitas

8. Kurang adanya motivasi dan dukungan bagi pegawai perempuan untuk
mengambil kesempatan pengembangan karir dan promosi mereka.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan terkait implementasi pengarusutamaan gender dalam

manajemen sumber daya manusia di BKKBN ini, sebagai berikut:
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. Perencanaan SDM perlunya meningkatkan edukasi terkait PUG terlebih alat
analisa dan alat yang lain tentang PUG, diluar biro perencanaan, sehingga
penerapan PUG juga dapat terimplementasi dengan baik di setiap unit kerja
melalui seminar rutin

. Rekrutmen dan seleksi perlu dibuatkan data terpilah yang berisi pegawai yang
diterima di BKKBN melalui jalur khusus (disabilitas dan putra putri Papua)

. Pelatihan dan pengembangan perlu mengadakan program mentoring untuk
perempuan dalam peran teknis dan manajerial dan juga pelatihan kepemimpinan
untuk perempuan guna membantu perempuan mempersiapkan diri untuk posisi
kepemimpinan. Dan juga adakan pelatihan terkait PUG untuk tiap perwakilan
biro/direktorat untuk menjadi agent pengarusutamaan gender

. Evaluasi kinerja perlu disediakannya saluran yang aman dan rahasia bagi
karyawan untuk melaporkan jika ada yang merasa penilaian kinerja mereka
dipengaruhi oleh bias gender atau ada penilaian yang tidak objektif lainnya.

. Kompensasi dan tunjangan perlu disediakan saluran untuk pelaporan diskriminasi
gaji secara rahasia dan aman serta melakukan review kompensasi dan tunjangan
secara berkala dengan penilaian rutin dan menggunakan data analitik untuk
mengidentifikasi dan mengatasi ketidakadilan dalam kompensasi.

. Manajemen konflik perlu dibentuknya komite manajemen konflik yang berlatar
belakang gender yang beragam. Dan juga menyediakan sistem pelaporan anonym
untuk pegawai yang mengalami atau menyaksikan konflik yang berkaitan dengan
gender.

. Kesejahteraan pegawai perlu disediakannya kembali tempat penitipan anak dan
ruang laktasi agar mempermudah para pegawai/ibu yang sedang menyusui atau
punya anak balita. Serta disediakannya toilet khusus disabilitas, mengingat
pegawai BKKBN ada teman-teman disabilitas

. Saran untuk permasalahan para pegawai yang memilih untuk menolak
melanjutkan karir mereka ke jenjang yang lebih tinggi, ini perlu konseling dan
pendampingan personal bagi pegawai tersebut. Dengan pemahaman individu
melakukan konseling untuk memahami alasan dibalik penolakan untuk
mengembangkan Karir, termasuk kekhawatiran, hambatan pribadi atau masalah
keluarga. Serta lakukan pendampingan dengan memberikan dukungan dan

bimbingan personal untuk membantu perempuan mengidentifikasi tujuan Kkarir
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mereka, mengevaluasi pilihan dan merencanakan Langkah-langkah untuk

mencapai tujuannya.
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